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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Pada awal tahun 2020, WHO telah menetapkan corona virus 2019 (covid-19)
sebagai pandemi global. pandemi covid-19 bersifat luar biasa dan berdampak luas
bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga pada aspek politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. sejak
ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik
lndonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat corona virus (covid-19). Kinerja instansi pemerintah dalam menangani
pandemi covid-19, perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi setiap generasi
lndonesia, bahkan masyarakat dunia. Rekaman dari cara instansi pemerintah dalam
penanganan covid – 19 tersebut menjadi warisan dokumenter dalam konteks
pengurangan dan manajemen risiko bencana. warisan dokumenter tersebut
merupakan sumber daya penting untuk memberikan perspektif historis mengenai
upaya pemerintah maupun warga Negara dalam penanganan pandemik covid-19
sebagai bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip termasuk arsip dalam bentuk
digital.

LATAR BELAKANG



1. Undang-undang Nomor43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan

Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk

Penanganan pandemi corona virus 2o19 (covid-19) atau dalam rangka

Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang_Undang;

3. Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2020 pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi

Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik rndonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan Arsip

Penanganan corona virus Covid -19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja

lnstansi pemerintah.

DASAR HUKUM



Memberikan panduan terhadap instansi pemerintah sebagai pencipta arsip dan

lembaga kearsipan dalam melaksanakan penyelamatan arsip penanganan

pandemi covid- 19 sebagai bukti akuntabilitas kinerja daram kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin ketersediaan arsip

untuk generasi yang akan datang.

TUJUAN



Penyelamatan arsip penanganan pandemi covid -19 oleh instansi pemerintah

pencipta arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan dalam

bentuk arsip tekstual, foto maupun audio visual.

RUANG LINGKUP



1. Setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga adalah pencipta arsip.

2. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan covid- 19 dengan

tahapan sebagai berikut: 

a. persiapan; 

b. pendataan dan identifikasi arsip; 

c. penataan dan pendaftaran arsip; 

d. verifikasi / penilaian arsip; dan

e. penyerahan arsip statis.

3. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan covid – 19 dapat dilaksanakan

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan

Gugus Tugas Percepatan penanganan covrid - 19 Kabupaten Purbalingga dan Dinas

Kearsipan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

KEBIJAKAN



KRITERIA ARSIP PENANGANAN

COVID – 19 



CONTOH PENGISIAN DAFTAR

ARSIP COVID - 19



DAFTAR ARSIP COVID -19
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ALAMAT

:

:

NO
KODE KLASIFIKASI

URAIAN INFORMASI ARSIP KURUN WAKTU
JUMLAH 

ARSIP
KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Purbalingga,    November 2021

Kepala…………………..

Nama

Pangkat

NIP.
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FORMULIR DAFTAR ARSIP FOTO
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